
Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah konsep pemerintahan yang 
unik dan diakui secara internasional. Di Indonesia, 
demokrasi Pancasila mencakup aspek politik, ekonomi, 
dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
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Penjelasan Demokrasi Pancasila

Pengertian

Demokrasi Pancasila adalah 
sistem demokrasi yang 
berlandaskan pada nilai-nilai 
luhur Pancasila, dengan tujuan 
mewujudkan masyarakat yang 
adil, makmur, dan beradab.

Ciri-ciri

Demokrasi Pancasila memiliki 
ciri-ciri seperti kedaulatan rakyat, 
musyawarah untuk mufakat, 
keadilan sosial, dan 
penghormatan terhadap hak 
asasi manusia.

Tujuan

Tujuan utama Demokrasi 
Pancasila adalah untuk 
mewujudkan kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang 
harmonis, sejahtera, dan 
berkeadilan.



Dasar Hukum Demokrasi 
Pancasila
Demokrasi Pancasila di Indonesia memiliki landasan hukum yang 
kuat, yaitu termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang 
menjadi konstitusi negara. Prinsip-prinsip Pancasila, khususnya 
sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, menjadi fondasi bagi 
pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan turunan 
seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan 
daerah juga mengatur secara rinci mengenai implementasi 
demokrasi Pancasila di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan 
bernegara.



Prinsip-prinsip Demokrasi 
Pancasila

Kedaulatan Rakyat

Kekuasaan tertinggi berada di 

tangan rakyat, yang diwujudkan 
melalui pemilihan umum yang 
bebas dan rahasia.

Musyawarah Mufakat

Pengambilan keputusan dilakukan 

melalui proses musyawarah untuk 
mencapai konsensus bersama.

Keadilan Sosial

Setiap warga negara memiliki hak 
dan kewajiban yang sama, serta 

kesempatan yang adil dalam 
kehidupan berbangsa dan 
bernegara.

Persatuan dan Kesatuan

Bangsa Indonesia terdiri dari 
berbagai suku, agama, ras, dan 

budaya, namun tetap bersatu 
dalam semangat kebangsaan.



Demokrasi Politik Berdasarkan Pancasila

1

Kedaulatan Rakyat

Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat

2
Perwakilan Rakyat

Penguasa dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu

3
Musyawarah Mufakat

Pengambilan keputusan politik dilakukan secara bersama

Demokrasi politik di Indonesia berlandaskan pada Pancasila, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat 
memilih wakil-wakil mereka melalui pemilihan umum, dan selanjutnya mereka bermusyawarah untuk mencapai mufakat 
dalam proses pengambilan keputusan politik.



Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam 
Demokrasi Politik

Hak Warga Negara

Setiap warga negara 
Indonesia memiliki hak-hak 
dasar seperti kebebasan 
berpendapat, berkumpul, 
dan berpartisipasi dalam 
proses demokrasi politik.

Hak Pilih dan Dipilih

Warga negara memiliki hak 
untuk memilih dan dipilih 
dalam pemilihan umum 
yang diselenggarakan 
secara demokratis dan adil.

Kewajiban Aktif 
Berpartisipasi

Sebagai warga negara, kita 
memiliki kewajiban untuk 
terlibat aktif dalam proses 
demokrasi, seperti 
memberikan masukan dan 
mengawasi jalannya 
pemerintahan.

Kewajiban Menjaga 
Kerukunan

Warga negara juga 
berkewajiban untuk 
menjaga kerukunan dan 
perdamaian di lingkungan 
masyarakat, serta 
mendukung 
pembangunan nasional.



Demokrasi Ekonomi 
Berdasarkan Pancasila

Prinsip Keadilan Sosial

Demokrasi ekonomi Pancasila menjunjung tinggi prinsip 
keadilan sosial, yang berarti pemerataan kesejahteraan dan 
akses ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peran Aktif Negara

Negara memainkan peran penting dalam mengatur dan 
mengawasi perekonomian, memastikan keseimbangan 
antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Koperasi sebagai Pilar Utama

Koperasi ditempatkan sebagai pilar utama perekonomian 
nasional, dengan tujuan memberdayakan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.



Peran Negara dalam Demokrasi Ekonomi

Pengaturan dan 
Pengawasan

Negara berperan dalam 
mengatur kebijakan 
ekonomi dan 
mengawasi 
pelaksanaannya demi 
menjaga keseimbangan 
dan keadilan dalam 
perekonomian.

Penyediaan 
Infrastruktur

Negara menyediakan 
infrastruktur dasar 
seperti jalan, listrik, dan 
telekomunikasi untuk 
mendukung kegiatan 
ekonomi masyarakat.

Perencanaan 
Ekonomi

Negara membuat 
perencanaan ekonomi 
jangka pendek, 
menengah, dan panjang 
untuk menjamin 
stabilitas dan 
pertumbuhan ekonomi.

Pemberdayaan 
Ekonomi

Negara mendorong 
kemandirian ekonomi 
rakyat melalui program-
program pemberdayaan, 
seperti koperasi dan 
usaha kecil menengah.



Penghormatan Hak Asasi 
Manusia Berdasarkan 
Pancasila
1 Hak Asasi Sebagai 

Anugerah Tuhan

Pancasila menegaskan bahwa 

hak asasi manusia bersumber dari 

Tuhan Yang Maha Esa, sehingga 

harus dihormati dan dijunjung 

tinggi.

2 Keseimbangan Hak dan 
Kewajiban

Selain hak, Pancasila juga 

menekankan kewajiban warga 

negara untuk menghormati hak 

orang lain dan turut menjaga 

ketertiban umum.

3 Perlindungan Hak Asasi 
oleh Negara

Negara memiliki tanggung jawab 

untuk melindungi dan memenuhi 

hak asasi warga negaranya, 

termasuk hak sipil, politik, 

ekonomi, sosial, dan budaya.

4 Upaya Penegakan Hukum

Pelanggaran terhadap hak asasi 

harus ditindak tegas melalui 

sistem peradilan yang adil dan 

transparan.



Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Undang-Undang 
Dasar 1945 menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan beragama, berpendapat, dan berkumpul.

Lembaga Negara Peran dalam Perlindungan HAM

Komnas HAM Memantau, menyelidiki, dan membuat rekomendasi terkait 

pelanggaran HAM

Pengadilan HAM Mengadili pelaku pelanggaran berat HAM

Ombudsman Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait 

pelayanan publik



Tantangan Implementasi
Demokrasi Pancasila

Perbedaan Kepentingan
Politik
Perbedaan kepentingan di antara 
berbagai kelompok politik seringkali 
menjadi hambatan dalam 
mewujudkan demokrasi Pancasila 
yang selaras.

Kesenjangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi dan 
kesejahteraan yang belum merata 
di masyarakat dapat mengancam 
stabilitas demokrasi Pancasila.

Birokrasi yang Kaku

Proses birokratis yang berbelit-belit 
dan kurang responsif dapat 
menghambat implementasi nilai-
nilai demokrasi Pancasila.



Peran Lembaga Negara 
dalam Menjaga Demokrasi 
Pancasila

Lembaga Legislatif
Membuat undang-undang yang 
menjamin pelaksanaan 
demokrasi berdasarkan 

Pancasila.

Lembaga Eksekutif
Mengimplementasikan 

kebijakan-kebijakan yang 
memperkuat praktik demokrasi 
Pancasila.

Lembaga Yudikatif

Menegakkan hukum dan 
menjamin hak-hak warga 
negara dalam sistem demokrasi.

Lembaga Pengawas

Mengawasi jalannya 
pemerintahan dan memastikan 
demokrasi Pancasila diterapkan 

dengan baik.



Upaya Memperkuat Demokrasi Pancasila

1Memperkuat Institusi Demokrasi

Memperkuat lembaga-lembaga negara yang menjadi 
pilar demokrasi seperti parlemen, badan peradilan, dan 

lembaga pengawas untuk memastikan proses politik 
berjalan sesuai prinsip Pancasila.

2 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Mendorong peran serta aktif masyarakat dalam proses 
pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan 
pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas demokrasi.

3Menegakkan Supremasi Hukum

Menjamin penegakan hukum yang adil dan tidak 
pandang bulu untuk melindungi hak-hak warga negara 

dan meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan.



Budaya Politik Demokratis
Berdasarkan Pancasila

Dialog Terbuka

Mempromosikan komunikasi 
yang terbuka dan konstruktif 

di antara berbagai 
pemangku kepentingan 
untuk mencapai konsensus.

Menghargai 
Keberagaman

Menjunjung tinggi 
perbedaan pandangan dan 

latar belakang sebagai 
kekuatan dalam 
membangun demokrasi 

yang kuat.

Partisipasi Masyarakat

Mendorong keterlibatan aktif 
masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan dan 
pengawasan kinerja 
pemerintah.

Integritas Moral

Menjunjung tinggi nilai-nilai 
kejujuran, transparansi, dan 

akuntabilitas dalam praktik 
politik sehari-hari.



Kesimpulan dan Refleksi
Demokrasi Pancasila menjadi landasan bagi kehidupan politik, 
ekonomi, dan sosial di Indonesia. Penghormatan terhadap hak 
asasi manusia merupakan bagian integral dari praktik 
demokrasi Pancasila.
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